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ABSTRAK

The study explicates the formulation of basic criteria in decision making
process of house selection based on international best practice and
established regulation. The normative jurisprudence approach and
systematic review methodology were implemented to fulfill research
objective. The critical sources of information relied on 346 journal
articles and 5 informants. Researcher exercised thematic analysis to
extract the data collected. The findings proposed an interesting
discourse: the fastest way to execute cooperative house selection is by
buying a house directly from the developer.

Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan model kriteria pembelian
langsung rumah negara berdasarkan praktik bisnis internasional dan
peraturan yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif serta tinjauan
sistematis dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian. 346 literatur
dan 5 orang informan menjadi sumber data yang penting untuk
kemudian dianalisis dengan metode analisis tema. Hasil penelitian ini
menyuguhkan suatu diskursus terkait penyediaan rumah negara, yaitu
cara cepat untuk melakukan pengadaan rumah negara adalah dengan
membeli langsung rumah dari pengembang perumahan.
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1. PENDAHULUAN

Proyek pembangunan infrastruktur menjadi
fokus utama dalam periode pertama Presiden Joko
Widodo. Hal tersebut selaras dengan program
nawacita yang diusungnya, membangun Indonesia
dari pinggiran.! Proyek infrastruktur pemerintah
sejatinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan
sosial-ekonomi negara berkembang (Ahsan &
Gunawan, 2010). Di Indonesia, proyek tersebut
meliputi penataan bangunan gedung, penyediaan
perumahan, dan penyelenggaraan jalan.? Untuk
mewujudkan proyek tersebut, pemerintah harus
terlebih dahulu melakukan tender sebagaimana
mengacu pada peraturan yang berlaku?® (Susilawati &
Wirahadikusumah, 2006; Zukhrina Oktaviani, 2015).

Selama 5 tahun terakhir, pemerintah gencar
melakukan pembangunan yang masif di bidang
infrastruktur, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik
Tender Nasional-Konstruksi (Grafik 1). Dalam hal ini,
tender nasional memiliki konteks pengadaan
barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi yang
memiliki nilai pagu anggaran di atas Rp200 juta,
serta pengadaan jasa konsultansi yang memiliki nilai
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pagu anggaran di atas Rp100 juta.* Sejak tahun 2015,
seluruh proyek tender nasional dilaksanakan melalui
mekanisme e-tendering dan e-purchasing. Keduanya
terbukti mampu meningkatkan realisasi pelaksanaan
pengadaan (Iskandar, 2016; Mangkona, Supriadin, &
Almana, 2018), kinerja dari tim pengadaan
(Quesada, Gonzalez, Mueller, & Mueller, 2010),
serta lead time dan order accuracy (Brandon-Jones
& Carey, 2011).

Realisasi tender konstruksi yang selesai
dilelang pun menunjukkan angka yang sangat positif
sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2. Secara
umum, pemerintah dapat menyelesaikan
pelaksanaan pengadaan konstruksi dengan rata-rata
tingkat penyelesaian sebesar 98% selama 5 tahun
terakhir. Sinyal menggembirakan ini merupakan
potret bahwa ekonomi Indonesia sedang hangat-
hangatnya, senada dengan apa yang Kaming,
Olomolaiye, Holt, & Harris katakan bahwa:
“however, the growth of the Indonesian construction
industry has greatly influenced the country’s
economic development” (1997, hal. 83).

Grafik 1. Grafik Tender Nasional-Konstruksi
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Grafik 2. Tingkat Penyelesaian Tender Konstruksi
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8 peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4 Ibid.

1 Kementerian PUPR, Laporan Kinerja Kementerian
PUPR Tahun 2018, him. 10
2 Ibid., him. 2.
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Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 2014-2018, Diolah

Grafik 3. Target dan Realisasi Proyek Penyediaan Rumah
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Namun demikian, dari seluruh proyek Di sisi lain, Gunduz, Nielsen, & Ozdemir (2015)

konstruksi pemerintah terutama yang ditangani oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (KemenPUPR), terdapat permasalahan yang
berkaitan dengan penyelesaian proyek perumahan
(Grafik 3). Pemerintah Indonesia tidak sendirian
dalam hal ini, masalah yang sama ditemui di banyak
negara, seperti India (Doloi, Sawhney, lyer, &
Rentala, 2012), Jordania (Al-Momani, 2000), Ghana
(Amoatey, Ameyaw, Adaku, & Famiyeh, 2015),
Malaysia (Othuman Mydin, Sani, Taib, & Mohd Alias,
2014; Tawil et al.,, 2013), Cambodia (Durdyeyv,
Omarov, & Ismail, 2017), Thailand (Toor & Ogunlana,
2008), Australia (Kenny & Vanissorn, 2012), dan
Norwegia (Zidane & Andersen, 2018).

Selama 2016 s.d. 2018, Kementerian PUPR
sebagai role model dalam penyelesaian tender
konstruksi® menghadapi masalah utama berupa
expectation gap yang sangat besar antara target dan
realisasi proyek perumahan, termasuk penyediaan
rumah negara. Para peneliti  terdahulu
mengungkapkan bahwa gap tersebut, secara umum,
disebabkan oleh: delay dan cost overrun (Al-Hazim,
Salem, & Ahmad, 2017; Alaghbari, Kadir, Salim, &
Ernawati, 2007; Alnuaimi, Taha, Al Mohsin, & Al-
Harthi, 2010; Love, Sing, Wang, Edwards, &
Odeyinka, 2013; Sullivan & Harris, 1986). Bahkan,
Zidane dan Andersen mengeluarkan suatu dogma
bahwa keterlambatan dalam proyek konstruksi
adalah suatu kemestian: “the delay in the
construction industry is a “universal” phenomenon,
and it has become a typical part of the project’s
construction lifetime” (2018, hal. 2).

5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

dengan lantang menjelaskan bahwa probabilitas dari
suatu proyek spesifik, termasuk dalam hal ini proyek
perumahan publik, akan mengalami keterlambatan
adalah 52,5% (medium-high level). Angka tersebut
berasal dari hasil pengolahan data dengan
menggunakan model fuzzy logic yang mereka
kembangkan. Di Australia, tingkat keterlambatan
proyek konstruksi menunjukkan angka yang relatif
lebih kecil jika dibandingkan dengan Turki, yaitu
sebesar 11,42% dari total 276 proyek atau sebanyak
32 proyek mengalami delay (Love et al., 2013).
Dampak nyata delay tersebut adalah cost overrun,
pemutusan kontrak, dan masalah litigasi hukum
(Gebrehiwet & Luo, 2017). Secara umum,
keterlambatan proyek -time delay- dan biaya yang
membengkak -cost overrun- ditimbulkan oleh
pengelolaan administrasi proyek vyang buruk,
komunikasi yang tidak efektif antara vendor,
konsultan perencana, konsultan pengawas, dan
pemilik  proyek, serta kelambanan dalam
pengambilan keputusan terkait contract change
order (Alhomidan, 2013; Roy, Sriram, Kamath, &
Mathew, 2018).

Berdasarkan expectation gap dan penelitian
terdahulu, muncul pertanyaan: apakah ada cara lain
untuk meminimalisir time and cost overrun yang
selama ini menjadi kendala utama dalam proyek
perumahan? Pemerintah menyediakan salah satu
alternatif praktis untuk menjawab pertanyaan
tersebut, yaitu pembelian langsung rumah kepada
pengembang perumahan.® Sayangnya, belum ada
Kementerian/Lembaga yang berani mengambil
langkah tersebut, meskipun secara aturan,

6 Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2018 Tentang
Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.
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diperbolehkan.” Hanya satu satuan kerja
Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat
yang pernah melakukan pembelian langsung rumah
dinas dengan nilai di atas Rp1 milyar.?

Mengingat baru ada satu satuan kerja yang
pernah melakukan mekanisme dimaksud, penelitian
ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus di
Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, hasil
penelitian ini tetap relevan untuk dapat diadaptasi
dalam pelaksanaan proyek penyediaan rumah
negara di berbagai Kementerian/Lembaga, karena
pemerintah memiliki kerangka aturan yang sama
terkait hal tersebut.? Oleh karenanya, tujuan utama
dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model
kriteria pembelian langsung rumah negara yang fit-
for-organization berdasarkan praktik internasional
terbaik dan peraturan yang berlaku.

Karya ilmiah ini disajikan dalam format sebagai
berikut kerangka teori, bab ini menjelaskan tentang
ruang lingkup penyediaan rumah negara dan
beberapa isu terkait. Selanjutnya, metode
penelitian, bab ini menggambarkan tentang tinjauan
sistematis (systematic review) sebagai metodologi,
metode pengumpulan data, dan metode analisis
data. Yang terakhir adalah pemaparan hasil
penelitian dan diskusi.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Rumah Negara: Menyediakan Perumahan
Yang Homogen Bagi Pegawai Negeri Sipil
Wang (2012) memiliki gagasan yang menarik

terkait public housing bahwa penyediaan rumah

oleh pemerintah sebenarnya ditujukan untuk
memperkecil differences in the built environment
yang menyangkut lokasi, kualitas, dan ukuran. Lebih
lanjut dia menjelaskan bahwa satu hal yang menjadi
ciri khas dari penyediaan rumah oleh pemerintah
adalah “the housing landscape was strictly requlated
by a series of planning and building design
guidelines” (2012, hal. 370). Tujuan utama dari
program penyediaan rumah bagi pegawai negeri
ataupun  masyarakat suatu negara adalah
pemenuhan kebutuhan basic shelter, menciptakan
stabilitas living cost suatu daerah, menjaga stabilitas
sosial, dan meningkatkan integration of society

secara keseluruhan (Field, 1987; Teo, 2015).
Pemerintah mendefinisikan rumah negara

dengan konsep yang mirip dengan apa yang Rohe

(1995) definisikan sebagai cooperative housing,

" Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan
pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8 Nota Dinas Kepala Kantor Satuan Kerja Kementerian
Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat tentang
Konsultasi Pengadaan Rumah Negara. Nomor dan
tanggal Nota Dinas tidak disebutkan demi menjaga
etika penelitian.

% Loc.cit.

“bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan
tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.”*® Dari
definisi tersebut, ada dua hal yang mencocoki
konsep cooperative housing, yaitu: pertama, rumah
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah; kedua,
penghuni rumah -pegawai negeri dan keluarganya-
bebas menggunakan rumah sesuai tugas dan
fungsinya (Miceli, Sazama, & Sirmans, 1994; Rohe,
1995). Problem utama yang dihadapi oleh pihak
pengelola aset, dalam hal ini adalah pemerintah,
yakni adanya kendala dalam serah terima rumah
ketika penghuni lama harus mengalihkan hak pakai-
nya kepada penghuni baru (Granath Hansson &
Lundgren, 2019; Williams, 2004).

Penghunilama enggan untuk keluar dari rumah
negara yang telah lama dihuninya (Bockman, 2018).
Sejatinya, ada cara yang sering dipakai oleh negara
maju, seperti Amerika Serikat, untuk
“menggusur”’penghuni lama yang salah alamat
dalam mengklaim rumah negara yang bukan
miliknya, yaitu melakukan renovasi besar atas rumah
tersebut, sehingga mau tidak mau penghuni lama
akan mengungsi ke tempat lain, dengan demikian
dia akan kehilangan the most important claim to
power, yaitu raganya di dalam rumah (Bockman,
2018).

Lebih ekstrim lagi, Walker (2001) merumuskan
formula jitu untuk mengatasi masalah penghuni
lama yang enggan mengungsi: alihkan pengelolaan
rumah kepada pihak swasta, batasi semua sumber
daya yang menyuplai kebutuhan penghuni lama,
kucilkan dia dari lingkungan sekitar, maka seiring
berjalannya  waktu rumah tersebut akan
“menghancurkan”penghuninya.

2.2. Penyediaan Rumah Negara: Konvensional vs

Masa Depan

Secara umum, pemerintah  membatasi
mekanisme pengadaan rumah negara pada empat
cara, yaitu: bangun, beli, tukar, atau hibah.! Secara
umum, penyediaan rumah negara bagi para pegawai
negeri dilakukan melalui mekanisme pembangunan
atau pekerjaan konstruksi.'> Mekanisme tukar
menukar dan hibah diatur dalam peraturan tentang
pengelolaan barang milik negara.’®* Sejauh ini
pemerintah belum menerbitkan aturan khusus
mengenai tata cara pengadaan rumah negara
melalui mekanisme pembelian, padahal pemerintah

10 oc.cit., Nomor 6.

11 Joc.cit., Nomor 6.

12 Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan,
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

13 Pperaturan  Menteri  Keuangan  Nomor:
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
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menyatakan dengan tegas bahwa: “Pengadaan
Rumah Negara dengan cara pembelian,...,dapat
dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau
badan usaha.”**

Keempat mekanisme pengadaan rumah negara
yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor
11 Tahun 2008, telah lama ditinggalkan oleh negara-
negara maju. Konsep public services partnership kini
menjadi angin segar yang banyak diadopsi oleh
Inggris (Morrison, 2016; Mullins, 2006) dan
beberapa negara Commonwealth, sepertilrlandia
Utara (Muir & Mullins, 2015; Mullins, Rhodes, &
Williamson, 2001), Skotlandia (Gibb, 2003), dan
Australia (Nygaard, Berry, & Gibb, 2008). Konsep
yang diterapkan berupa hybrid financing, yaitu
penyediaan rumah negara diserahkan kepada
organisasi nirlaba yang bergerak di sektor real estate
(Blessing, 2012; Morrison, 2016).Total dana yang
dibutuhkan selanjutnya dibagi secara proporsional
antara pemerintah dan organisasi nirlaba tersebut
(Moore, 2018; Muir & Mullins, 2015). Mekanisme
pengadaan diserahkan kepada organisasi nirlaba
dengan mengusung 2 prinsip utama, yaitu negosiasi
harga dengan tetap mempertimbangkan value-for-
money serta penerapan kontrak design-and-build
(Goodchild & Chamberlain, 1999).

Ke depannya, apabila pemerintah belum
mampu menerapkan public services partnership ala
Inggris, maka pemerintah dapat menerapkan salah
satu konsep yang sangat menarik, yaitu pengalihan
hak rumah negara kepada pegawai negeri melalui
mekanisme sewa beli (Kurniati, 2018). Tidak perlu
lagi dicetuskan suatu perubahan yang radikal
terhadap institutional logic dan peraturan terkait
yang berlaku. Dalam konteks ini, Kurniati (2018)
mengusulkan metode leasing with bargain purchase
option sebagai salah satu opsi yang legal dan tidak
bertentangan dengan hukum perdata di Indonesia:

“Sewa Beli merupakan dasar

penguasaan/pemilikan rumah negara

golongan Il oleh pegawai negeri, melalui
pembuatan “perjanjian sewa beli” antara
pegawai negeri atau penghuni dengan Menteri
yang bertanggung jawab dalam bidang
pekerjaan  umum  mewakili  Pemerintah
Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Cipta Karya.”
(hal. 242)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk
mencari kriteria yang “pas” terkait pembelian
langsung rumah negara dengan melihat praktik
yang umum dilakukan di beberapa negara,
kemudian memanfaatkan celah yang diberikan
oleh peraturan yang berlaku untuk mendesain
model kriteria yang cocok bagi pemerintah

1 oc.cit., Nomor 6, Pasal 3 Ayat (3).

berdasarkan praktik umum tersebut. Untuk
mencapai tujuan penelitian tersebut, pendekatan
yang paling tepat adalah menggunakan
pendekatan kualitatif. Untuk menemukan celah
hukum bagi mekanisme pembelian langsung,
peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan
yuridis normatif, sedangkan untuk mendesain
model kriteria terbaik, peneliti menggunakan
pendekatan systematic review.

3.1.1 Normative Jurisprudence Review:
Menemukan Hukum Pembelian Langsung
Rumah Negara
Penelitian ini mengadaptasi cara Kurniati

memberikan penyelesaian atas fenomena hukum

melalui pendekatan yuridis normatif: “usaha untuk
menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk
diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara
tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum
itu dapat ditemukan.” (2018, hal. 235). Langkah
awal menurut Jackson adalah menelusuri
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek
studi (dalam hal ini peraturan di bidang
pengelolaan rumah negara), setelah itu melakukan
break-down terhadap peraturan- peraturan
tersebut untuk menjawab fenomena hukum yang
terjadi (2016). Melalui pendekatan ini, law is the
object of the study (Christiani, 2016).

3.1.2 Systematic Review: Memotret Praktik

Terbaik Internasional

Pemerintah belum memiliki aturan turunan
mengenai mekanisme pembelian langsung rumah
negara kepada pengembang perumahan, padahal
beberapa negara maju di Britania Raya, Australia,
dan Eropa sudah terlebih dahulu melaksanakan
mekanisme tersebut melalui skema public service
partnership (Bijen & Piracha, 2017; Czischke, 2009;
Morris, 2013; van Kempen & Priemus, 2002). Oleh
karenanya, systematic review  merupakan
metodologi yang paling tepat untuk mencapai
tujuan penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh
Tranfield (2003) serta Broadbent & Guthrie (2008)
bahwa tinjauan sistematis merupakan elemen
penting untuk memperoleh evidence-based
informed knowledge.

Suatu tinjauan dikategorikan sebagai
systematic review apabila 3 prosedur utama
dilakukan oleh peneliti ketika melakukan tinjauan
tersebut, vyaitu: “clearly formulated question,
identifies quality relevant studies, and summarizes
the evidence by use of explicit methodology.”
(Khan, Kunz, Kleijnen, & Antes, 2003, hal. 118).
Secara umum, tinjauan sistematis memiliki
tahapan yang sama dengan meta-analysis, akan
tetapi perbedaannya adalah tinjauan sistematis
lebih menekankan pada relevansi dari isi dokumen
yang dibandingkan dengan kriteria seleksi yang
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telah ditetapkan sebelumnya (Grum & Kobal
Grum, 2015; E. Walker, Hernandez, & Kattan,
2008), serta lebih menitikberatkan pada analisis
statistik deskriptif (Broadbent & Guthrie, 2008).

3.2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data mengikuti
pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian
ini. Berdasarkan sifat dasarnya, pendekatan
normatif yuridis dan tinjauan sistematis lebih
menekankan pada data sekunder dibandingkan data
primer. Namun, peneliti tetap membutuhkan data
primer untuk mengonfirmasi output dari kedua
pendekatan tersebut. Data sekunder diperoleh dari
peraturan, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal,
dan dokumen internal instansi. Data primer berasal
dari hasil wawancara dan observasi.

Durasi wawancara adalah 1-30 menit.
Informan yang digunakan dalam penelitian ini
merujuk pada tabel 1. Sementara itu, observasi
dilakukan dalam kurun waktu Januari s.d. Maret
2019, dengan mengikuti beberapa rapat internal di
Biro Manajemen Barang Milik Negara dan
Pengadaan Kementerian Keuangan yang membahas
tentang pembelian langsung rumah dinas. Metode
analisis data yang digunakan adalah thematic
analysis. Caranya ialah hasil dari pengumpulan data
dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tema
umum (Creswell, 2014; Eisenstadt, 1989). Untuk
memastikan bahwa artikel ini memiliki validitas yang
tinggi, peneliti melakukan triangulasi sumber data
dan closeness dengan informan (Creswell, 2007;
Kamayanti, 2016b)

3.3. Tahapan Penelitian

3.3.1. Tahapan Normative Jurisprudence Review
Prinsip pendekatan normatif yuridis yang

Jackson (2016) lakukan diadaptasi dalam

menelusuri seluruh peraturan yang berkaitan
dengan rumah negara, seperti peraturan
pengadaan  barang/jasa  pemerintah, dan
peraturan pengelolaan rumah negara. Kedua,
peneliti mengonfirmasi makna dari aturan hukum
yang berlaku di bidang rumah negara kepada
instansi penerbit aturan tersebut. Ketiga, peneliti
melakukan  thematic  analysis atas  hasil
penelusuran dan konfirmasi tersebut untuk
memperoleh  kesimpulan mengenai hukum
pembelian langsung rumah negara.

3.3.2. Tahapan Systematic Review

Adaptasi, modifikasi, dan terapkan adalah
fondasi yang digunakan dalam penelitian ini
berdasarkan systematic review framework yang
diusung oleh Grum & Kobal Grum (2015), Soaita,
Serin, & Preece (2019), dan Woodhall-Melnik &
Dunn (2016) dalam penelitian mereka di bidang
public and cooperative housing; serta Broadbent &
Guthrie (2008) dalam penelitan mereka di bidang
public sector accounting. Tahapan tinjauan
sistematis dalam penelitian ini adalah pertama,
perumusan kriteria tinjauan, peneliti menentukan
tujuan penelitian dan beberapa kriteria seleksi
mengenai artikel relevan yang akan dimasukkan ke
dalam kajian literatur. Kriteria seleksi dimaksud,
yaitu: (a) artikel harus orisinil dimuat di dalam
jurnal atau prosiding yang terpublikasi; (b) artikel
harus memiliki metode analisis yang jelas dan
dapat memperkuat hasil penelitian; (c) artikel
harus memiliki kata kunci yang terkait pada judul,
abstrak, kesimpulan, penghargaan, atau teks
utama; dan (d) artikel menjelaskan tentang
variabel, kriteria, atau indikator yang digunakan
dalam pengambilan keputusan terkait pembelian
properti oleh konsumen atau penyediaan rumah
oleh pemerintah

penelitian ini. Tahapan pertama,

peneliti

Tabel 1. Daftar Informan

A Biro Manajemen Barang Milik Negara Kepala Bagian  Tatap Muka Yuridis Normatif Februari 2019
dan Pengadaan

B Biro Manajemen Barang Milik Negara Kepala Tatap Muka Yuridis Normatif Februari 2019
dan Pengadaan Subbagian

C Biro Manajemen Barang Milik Negara Pelaksana Tatap Muka Yuridis Normatif dan Maret 2019 dan
dan Pengadaan Tinjauan Sistematis Agustus 2019

D Sekretariat Direktorat Jenderal Kepala Tatap Muka Yuridis Normatif Januari 2019
Kekayaan Negara Subbagian

E Lembaga Kebijakan Pengadaan Kepala Seksi Whatsapp Yuridis Normatif Februari 2019

Barang/Jasa Pemerintah
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Kedua, identifikasi artikel relevan. Pada
tahap ini, peneliti memilih dasar pencarian artikel,
yaitu tempat publikasi jurnal yang memiliki
reputasi internasional dan terindex Scopus:
Emerald Publishing, JSTOR, dan Elsevier. Beberapa
artikel lain yang tidak dimuat dalam jurnal terindex
Scopus, akan tetapi memiliki tingkat sitasi yang
tinggi, tetap peneliti masukkan ke dalam list.
Rentang waktu pencarian artikel adalah 20 tahun,
yaitu: tahun 1999 s.d. 2019. 3 kata kunci
digunakan, vyaitu House Selection, Analytic
Hierarchy Process AND Site Selection, Analytic
Hierarchy Process AND Store Location Selection.
Kata kunci lainnya adalah House Purchasing,
Buying House, serta Home-purchasing.

Ketiga, klasifikasi artikel relevan. Peneliti
melakukan pengelompokkan atas seluruh artikel
yang diperoleh pada tahap kedua. Dalam
melakukan seleksi artikel, langkah yang peneliti
lakukan adalah membaca judul artikel, abstrak,
dan kata kunci. Apabila peneliti memperoleh
informasi yang menggambarkan tentang kriteria
pembelian rumah, mengunduh artikel tersebut
kemudian peneliti membaca full paper. Klasifikasi
awal atas artikel yang relevan disusun dengan
menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya,
peneliti melakukan thematic anaylisis coding atas
artikel yang relevan, sehingga diperoleh beberapa
kriteria yang disusun berdasarkan tema umumnya.

Keempat, ikhtisar hasil tinjauan. Pada tahap
ini, seluruh artikel dipetakan berdasarkan tema
umum kriteria. Beberapa keterangan penting
terkait artikel tersebut, seperti: judul, nama
penulis, dan abstrak, diinput ke dalam Mendeley
untuk memperkuat referensi. Kelima, konfirmasi
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hasil tinjauan. Kriteria sementara yang peneliti
peroleh dari tahap keempat dikonfirmasi kepada
informan C sekaligus mewawancarainya untuk
memperoleh kesimpulan yang lebih mendalam.
Keenam, perumusan model. Kesimpulan akhir
diperoleh untuk disajikan menjadi model kriteria
pembelian langsung rumah negara.

4. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sifat
dasar dari penelitian kualitatif adalah kaya akan
informasi dan menitikberatkan pada kedalaman
pengungkapan jawaban atas fenomena yang terjadi
(Burrell & Morgan, 1979; Kamayanti, 2016a;
Sarantakos, 2013). Oleh karenanya, penyajian hasil
penelitian akan mengikuti sifat dasar dari penelitian
kualitatif dan sedikit menggunakan diksi yang
menyentil dan penuh retorika (Boje, Rosile, Durant,
& Luhman, 2004; Sukoharsono, 2012).

4.1. Normative Jurisprudence Review: Hukum

Pembelian Langsung Kepada Pengembang

Apa yang harus dilakukan pemerintah jika ingin
menyediakan rumah bagi pegawai negeri?

Dalam melakukan penyediaan rumah bagi
pegawai negeri, terdapat beberapa hal yang perlu
dilakukan pemerintah. Setelah anggaran tersedia,
ada 2 hal mendasar yang harus pemerintah lakukan:
pertama, menyusun spesifikasi rumah seusai syarat
teknis minimal; kedua, melakukan pengadaan sesuai
prosedur. Aturan hukum yang memberikan alas hak
kepada pemerintah terkait pengadaan dan
spesifikasi rumah negara adalah sebagaimana
tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Landasan Hukum Pengadaan Rumah Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

Nomor 40 Tahun 1994
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008

Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Rumah Negara

Spesifikasi Teknis
Pengadaan

Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengadaan

Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas

Rumah Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Spesifikasi Teknis

29/PRT/M/2006

Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Pengadaan

22/PRT/M/2008

Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan

Status, dan Pengalihan 7hak atas Rumah

Negara.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan
Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perumahan Rakyat Nomor: 17/PRT/M/2018
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan  Menteri Pengalihan Hak

Pengadaan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pedoman Pengadaan Barang/lasa Yang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Sumber: Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pengelolaan Rumah Negara, Diolah.

Mengacu pada seluruh peraturan dalam tabel
2, yang dimaksud dengan rumah negara, yaitu

“bangunan fungsi hunian, rumah, yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau
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hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
pegawai negeri.” Jadi, rumah negara termasuk salah
satu fasilitas yang diterima oleh pegawai negeri.
Untuk menjadi pegawai negeri, seseorang harus
memenuhi 4 syarat, yaitu memenuhi syarat yang
ditentukan (seleksi pegawai negeri dan prajabatan),
diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan digaji
berdasarkan peraturan yang berlaku.®®

Peraturan terkait spesifikasi teknis rumah
negara memberikan keterangan yang sangat detail.
Namun demikian, spesifikasi teknis yang paling
mendasar berkaitan dengan tipe rumah dan luas
bangunannya (Tabel 3). Adapun cara pemerintah
menyediakan rumah negara yang sesuai spesifikasi
teknis dapat dilakukan dengan 4 cara, sebagaimana
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2008 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 22/PRT/M/2008, vyaitu: pembangunan®,
tukar menukar atau tukar bangun’, hibah'®, atau
pembelian. Tiga cara pertama telah diatur dalam
peraturan tersendiri.

Penjelasan mengenai penemuan hukum dari
pembelian langsung rumah negara akan disajikan
dalam bentuk tanya jawab untuk memudahkan
pemahaman. Jika pemerintah hendak melakukan
penyediaan rumah negara melalui mekanisme
pembelian  langsung, bagaimana penjelasan
hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
peneliti merujuk pada pernyataan dalam Peraturan
Presiden Nomor 11 tahun 2008, Pasal 3 ayat (3),
bahwa: “Pengadaan Rumah Negara dengan cara
pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau

hibah dapat dilakukan secara langsung dengan
masyarakat atau badan usaha.” Peraturan tersebut
ditetapkan pemerintah pada tahun 2008, akan tetapi
pemerintah memiliki peraturan terbaru mengenai
pengadaan  barang/jasa  pemerintah, vyaitu:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Oleh
karenanya, tata acara pengadaan rumah negara kini
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018.

Apakah pembelian rumah negara termasuk ke
dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018? Pasal 61, ayat (1), huruf d,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
menjelaskan bahwa pengadaan rumah negara
termasuk ke dalam: “pengadaan barang/Jasa yang
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, yang merupakan salah satu
ketentuan yang dikecualikan dari ketentuan
Peraturan Presiden dimaksud.” Regulasi yang
mengatur tentang pengadaan barang/jasa yang
dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018, adalah Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun
2018. Dalam Pasal 8 dan bagian Lampiran Angka 5,
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018, disebutkan
bahwa: “pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur
oleh peraturan perundang-undangan lain
dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur
dalam masing-masing peraturan
perundangundangan dimaksud.” Alur penjelasan
hukum pembelian langsung rumah negara kepada
pengembang perumahan dituangkan dalam bentuk
gambar, sebagai berikut:

Tabel 3. Spesifikasi Teknis Utama Rumah Negara

Tipe Khusus 400 M? 1000 Mm? Menteri
Tipe A 250 M? 600 M? Eselon |
Tipe B 120 M2 350 m? Eselon Il
Tipe C 70 M? 120 M? Eselon IlI
Tipe D 50 M? 120 M? Eselon IV
Tipe E 36 M? 100 M? Pelaksana

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008.

Gambar 1. Alur Dasar Hukum Pengadaan Rumah Negara

PerkaLKPP
12/2018

Perpres Perpres

16/2018

Perpres

11/2008

Sumber: Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pengelolaan Rumah Negara, Diolah.

11/2008

15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian

16 peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melelui
Penyedia.

7 Pperaturan  Menteri  Keuangan  Nomor:
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

18 Ibid.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pengadaan rumah negara melalui mekanisme
pembelian langsung termasuk ke dalam pengadaan
yang dikecualikan ketentuannya dari Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun
2018. Yang menjadi alasan hukum terkait
pengecualian tersebut adalah ketentuan mengenai
pembelian langsung rumah negara telah diatur
tersendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 11
tahun 2008. Namun demikian, Peraturan Presiden
Nomor 11 Tahun 2008 tidak menjelaskan lebih lanjut
mengenai tata cara pembelian langsung rumah
negara sehingga terjadi kesimpangsiuran mengenai
tata cara pembelian langsung dimaksud.

Untuk menelaah lebih lanjut mengenai
validitas dari kesimpulan tersebut, peneliti
melakukan observasi di Biro Manajemen Barang
Milik Negara dan Pengadaan (Romadan), selama
kurun waktu Januari s.d. Maret 2019. Secara umum,
ada 4 kejadian penting yang terjadi selama peneliti
melakukan kegiatan observasi. 4 kejadian penting
tersebut terangkum pada Gambar 2.

Pada tahun 2019, Romadan sedang
menghadapi tantangan besar, yaitu Kementerian
Keuangan memiliki dua satuan kerja yang hendak
mengeksekusi pengadaan rumah negara Vvia
pembelian langsung ke pengembang perumahan.
Dua satuan kerja dimaksud adalah Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju yang
berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan
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Negara (DJKN), dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Mamuju yang berada
dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPB). Romadan telah diberi amanah oleh Menteri
Keuangan sebagai “Pembina Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Keuangan.” Sehingga, mau tidak mau
instansi tersebut harus segera merumuskan langkah
yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut.

Oleh  karenanya, Romadan melakukan
beberapa kegiatan yang melibatkan para
stakeholders pengadaan Rumah Negara. Salah satu
kegiatan dimaksud, yaitu rapat dengan kantor pusat
DJKN untuk membahas rencana implementasi
pembelian rumah negara. Berikut catatan observasi
mengenai kegiatan rapat dimaksud:

“Pada tanggal 18 Januari 2019, peneliti ikut

serta  dalam  rapat dengan  Bagian
Perlengkapan DJKN untuk menggali
pengalaman dan permasalahan terkait

pengadaan rumah negara di lingkungan DJKN.
Kesimpulan dari rapat tersebut adalah DJKN
belum pernah melakukan pengadaan rumah
negara dengan skema pembelian langsung.
Yang sudah pernah melakukannya adalah
salah satu satuan kerja pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi di
Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2018.
Mereka melakukan pembelian langsung atas 1
unit rumah untuk eselon Il dan 5 unit rumah
untuk eselon Il dengan nilai di atas Rpl
milyar.”

Gambar 2. Rangkaian Observasi

Observasi 1
*18 Januari 2019

Observasi 4
*13 Februari 2019

Observasi 2
*25 Januari 2019

Observasi 3
*29 Januari 2019
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Selanjutnya, Romadan memerlukan masukan
dari Inspektorat Jenderal (Itjen) terkait rencana
implementasi pembelian rumah negara di DJKN,
sekaligus menggali lebih detail terkait prosedur
implementasinya. Di sini, Itjen berperan penting
untuk kelanjutan dari rencana tersebut. Apabila Itjen
meragukan landasan hukum serta prosedur
implementasi dari mekanisme pembelian langsung
rumah negara di DJKN, tentu Romadan dan DJKN
tidak akan berani mengambil risiko untuk
mengeksekusi  mekanisme  tersebut.  Untuk
mengetahui lebih jauh mengenai sikap Itjen dalam
perkara ini, dapat disimak dalam catatan observasi
berikut:

“Pada tanggal 25 Januari 2019, peneliti

menemani para kepala subbagian dalam rapat

dengan Inspektorat Jenderal untuk membahas

tentang tata cara pengadaan rumah negara di

lingkungan Kementerian Keuangan Tahun

Anggaran 2019.

Kesimpulan rapat, yaitu: pengadaan rumah

negara akan lebih efektif dan lebih cepat jika

dilakukan dengan skema pembelian langsung.

Skema tersebut pada dasarnya memiliki

landasan hukum untuk diimplementasikan

sebagaimana diatur dalam PermenPU No.

22/2008. Namun, perlu diperhatikan pula

terkait dengan ketersediaan stok rumah dari

developer tersebut.

Apabila rumah tidak ready stock, maka satuan

kerja dapat melakukan pembelian rumah

secara pesanan dengan syarat:
memperhatikan ketentuan penetapan status
rumah negara jika penyedia wanprestasi

sebagaimana mengacu pada peraturan di

bidang pengelolaan barang milik negara, serta

memastikan bahwa ketentuan pembayaran
kontrak harus tetap mengacu pada peraturan

di bidang perbendaharaan negara.

Perlu dicari informasi lebih lanjut terkait

bagaimana best practice dan experience yang

dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dalam melakukan
pengadaan rumah negara di lingkungannya.”

Setelah mengetahui sikap Itjen, Romadan
segera menindaklanjuti masukan Itjen dengan
menyelenggarakan workshop yang didesain secara
khusus untuk membahas implementasi aturan
pembelian rumah negara yang dilakukan oleh
Kementerian PUPR. Kementerian PUPR kemudian
menyerahkan pengaturan terkait mekanisme
pembelian rumah negara kepada LKPP.

“Pada tanggal 29 Januari 2019, peneliti ikut

membantu tim Biro untuk menyukseskan

workshop tentang Implementasi Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat No. 22/2018, tentang Pembangunan

Gedung Negara, dan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
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22/2008, tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian,
Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas
Rumah Negara, di Lingkungan Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Kesimpulan dari workshop tersebut:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tidak mengeluarkan pedoman teknis
terkait pembelian langsung rumah negara.
Tata cara pembelian tersebut sudah
seyogyanya  merujuk  pada  peraturan
pengadaan barang/jasa pemerintah yang
diterbitkan oleh LKPP.”

Selanjutnya Romadan melakukan konsultansi

teknis kepada LKPP  untuk  menanyakan
kemungkinan melaksanakan pengadaan rumah
negara melalui skema pembelian langsung kepada
pengembang perseorangan maupun badan usaha

mengikuti skema pengadaan barang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 16 tahun 2018. Romadan pun
menyampaikan pertanyaan mendasar kepada LKPP,
yaitu apakah Kementerian Keuangan diperbolehkan
menyusun pedoman internal mengenai pembelian
langsung rumah negara? Untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai respon LKPP, simak catatan hasil
observasi berikut ini:

“Pada tanggal 13 Februari 2019, Romadan
secara pro aktif mengadakan rapat konsultansi
di kantor LKPP.

Peneliti pun ikut serta dalam rapat tersebut
karena rasa penasaran untuk melihat seperti
apa respon LKPP terkait mekanisme pembelian
rumah negara dari masyarakat atau badan
usaha.

Karena, yang mendorong Salah satu satuan
kerja di DJPN untuk mengeksekusi pembelian
rumah langsung kepada developer adalah
orang yang ada di depan peneliti ketika rapat.
Berkaca mata, gemuk, dan jenggot tipis.
Kesimpulannya adalah pengadaan rumah
negara termasuk ke dalam pengadaan yang
dikecualikan sebagaimana mengacu pada
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

Ruang lingkup  pengecualiannya  dapat
meliputi sebagian atau seluruh Tahapan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
yang terdiri dari: perencanaan pengadaan,
persiapan pengadaan, persiapan pemilihan,
proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan
serah terima.

Pengadaan rumah negara dapat dilakukan
dengan skema pembelian langsung
sebagaimana mengacu pada PermenPU No.
22/2008.

Tata cara pembelian langsung tersebut dapat
diatur melalui aturan internal Kementerian
Keuangan yang ruang lingkupnya dapat
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meliputi sebagian atau seluruh Tahapan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.”

Jawaban dari LKPP tersebut membuat
Romadan menjadi semakin yakin untuk menyusun
aturan internal terkait mekanisme pembelian
langsung rumah negara. Bahkan, LKPP mempertegas
standing position mereka untuk mendukung langkah
Kementerian Keuangan agar segera menyusun
aturan internal tersebut. LKPP juga menyarankan
agar Kementerian Keuangan menjadikan local best
practice sebagai fondasi mekanisme pembelian
langsung rumah negara dari pengembang
perumahan, baik perorangan maupun badan usaha.
Hal ini diketahui dari surat dinas dari salah satu
direktur di LKPP yang ditujukan kepada Kepala
Romadan, bahwa:

“belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai
mekanisme pembelian rumah secara langsung
kepada masyarakat atau badan usaha dan
untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan
pembelian rumah negara, dapat disusun
pedoman pelaksanaan sesuai dengan praktik
bisnis pembelian rumah dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan.”

Berdasarkan hasil tinjauan yuridis normatif
serta catatan observasi yang telah dijelaskan
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama,
Kementerian Keuangan dapat menyusun suatu
pedoman pelaksanaan internal sesuai dengan
praktik  bisnis  pembelian rumah dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Kedua,
ketersediaan  stok rumah  harus  menjadi
pertimbangan utama. Apabila rumah tidak ready
stock, dapat dilakukan pembelian rumah secara
pesanan dengan memperhatikan: (1) ketentuan
penetapan status rumah negara jika penyedia
wanprestasi sebagaimana mengacu pada peraturan
di bidang pengelolaan barang milik negara, serta (2)
ketentuan pembayaran kontrak sebagaimana
mengacu pada peraturan di bidang perbendaharaan
negara.

4.2. Systematic Review: 6 Kriteria Terbaik untuk
Pembelian Rumah Negara
Tabel 4 menunjukkan hasil pencarian
berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pada
laman: Emerald, JSTOR, dan Science Direct. Rentang
waktu pencarian artikel adalah 20 tahun, sejak tahun

1999 s.d. 2019. Awalnya, peneliti melakukan “test
the water” dengan memasukkan kata kunci:
Housing, pada laman: Advanced Search, menu: Title,
Abstract, or Keywords. Kemudian pada menu: Year,
diketik: 1999-2019. Hasilnya adalah muncul puluhan
ribu artikel yang memiliki kata Housing pada Judul,
Abstrak, atau Kata Kunci. Peneliti pun menyadari
bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa kata kunci
yang dimasukkan ternyata kurang spesifik.

Percobaan pencarian artikel tidak berhenti
sampai disitu. Terus menerus percobaan dilakukan
sampai akhirnya diperoleh 3 jenis kata kunci yang
merupakan 3 kata kunci terbaik dari sekian banyak
kata kunci yang digunakan selama proses identifikasi
artikel relevan. 3 kata kunci terbaik tersebut tersaji
pada Tabel 4. Pada saat kata kunci House Selection
dimasukkan, basis data Emerald menemukan 21
artikel. Akan tetapi, tidak semua artikel memenuhi 4
kriteria seleksi yang ditetapkan dalam penelitian ini.
Secara umum, tidak ditemukan informasi mengenai
kriteria dalam pengambilan keputusan untuk
membeli properti, baik rumah, tanah, atau gedung
kantor. Akhirnya diperoleh 5 artikel yang memenuhi
kriteria seleksi dari 21 artikel tersebut.

Bender, Din, Hoesli, & Brocher (2000), Bender,
Din, Hoesli, & Laakso (1999), dan Wu (2010) memiliki
kesamaan tema penelitian, yaitu tentang pemilihan
lingkungan tempat tinggal. Secara umum, penelitian
mereka mengukur tentang kriteria apa saja yang
mendasari para responden ketika memilih
lingkungan tempat tinggal. Para responden di Swiss
lebih menekankan pada jarak ke pusat perbelanjaan,
jarak ke sekolah, dan jarak ke pusat transportasi
sebagai 3 kriteria utama dalam memilih lingkungan
tempat tinggal untuk rumah mereka (Bender et al.,
2000, 1999). Sementara Ho, Newell, & Walker (2005)
menyusun Building Quality Index di Australia
berdasarkan survei kepada 115 pemangku
kepentingan properti. Kriteria terpenting yang
menentukan kualitas suatu bangunan adalah
fungsionalitas bangunan dan layanan yang kredibel
dari pihak pengelola. Di Hong Kong, Lo, Hui, & Ching
(2013) melakukan penelitian tentang kriteria untuk
mengukur kredibilitas pengelola apartemen. Para
penghuni apartemen yang sudah lanjut usia lebih
menekankan pada pentingnya tindakan
pemeliharaan dan perbaikan dari gedung apartemen
yang mereka tempati. Sedangkan para penghuni
yang masih muda lebih menyukai lingkungan yang
nyaman dan bersih.

Tabel 4. Jumlah Artikel Yang Muncul Berdasarkan 3 Kata Kunci Terbaik

1 | House Selection 21 27 50
2 | Analytic Hierarchy Process AND Site Selection 100 38 103
3 | Analytic Hierarchy Process AND Store Location Selection 2 0 5
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Selain  Emerald, kami juga melakukan
pencarian pada basis data Elsevier-Science Direct.
Ketika diinput kata kunci: Analytic Hierarchy Process
AND Site Selection, peneliti menemukan 103 artikel.
Setelah peneliti telusuri dan seleksi, diperoleh 4
artikel yang memenubhi kriteria seleksi. Menariknya,
semuanya memiliki tema penelitian yang sama,
yaitu: pemilihan lokasi untuk mendirikan bangunan.
Erbiyik, Ozcan, & Karaboga (2012) mengambil studi
terkait pemilihan lokasi untuk pendirian toko Aygin
Milk Inc. di Turki. Sementara Kuo, Chi, & Kao (1999,
2002) melakukan penelitian terkait pemilihan lokasi
toko yang representatif di Taiwan. Studi tentang
pemindahan ibukota Jepang dilakukan oleh
Takamura & Tone (2003).

Studi yang paling banyak memberikan insight
tidak diperoleh dari 3 publisher utama: Emerald,
JSTOR, dan Elsevier-Science Direct, melainkan dari
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Schniederjans, Hoffman, & Sirmans (1995). Mereka
merumuskan model mengenai 4 kriteria utama yang
sering dipakai oleh konsumen dalam pemilihan
rumah pada proyek perumahan di Amerika Serikat.
Empat kriteria utama tersebut adalah jarak ke pusat
keramaian, komunitas, lingkungan tempat tinggal,
dan kualitas bangunan.

Secara umum, peneliti menemukan 346 artikel
berdasarkan 3 kata kunci terbaik, 30 artikel
diantaranya memenuhi seluruh kriteria seleksi.
Sebaran dari 30 artikel tersebut terangkum pada
Grafik 4. Peneliti melakukan kodifikasi terhadap 30
artikel tersebut, dengan tema umum: living
environment, site location, house physical, financial
availability, community facilities, dan developers’
credibility. Dari satu artikel, dapat diperoleh 1-3
tema umum. Sehingga, hasil dari tahap ikhtisar hasil
tinjauan adalah sebagaimana terangkum pada Grafik

Ball & Srinivasan (1994) dan 5.

Grafik 4. Jumlah Artikel Yang Memenuhi Kriteria Seleksi

H Relevant Source

Emerald JSTOR ScienceDirect Google Scholar

Grafik 5. Klasifikasi Artikel Berdasarkan Tema Umum

I

Living  Site Location  House Financial Community Developers’  Others
environment Physical  availability  facilities credibility
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4.3. Diskusi: Perumusan Model Kriteria Pembelian

Langsung Rumah Negara

Peraturan yang berlaku telah memberikan
ruang kepada pemerintah untuk melakukan
pembelian rumah negara kepada pengembang, baik
perorangan ataupun badan usaha. Berdasarkan hasil
tinjauan yuridis normatif, masing-masing
Kementerian diberikan keleluasaan untuk menyusun
suatu pedoman pelaksanaan internal sesuai dengan
praktik  bisnis  pembelian  rumah  dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Kriteria
yang mendasari seseorang untuk mengambil
keputusan pembelian rumah berdasarkan praktis
bisnis internasional diperoleh melalui tinjauan
sistematis. Kriteria tersebut terangkum pada Tabel
5.

Enam kriteria di atas kemudian dikonfirmasi
kepada informan C untuk mengetahui apakah
seluruh kriteria tersebut dapat digunakan apabila
diimplementasikan di pemerintahan, khususnya
Kementerian Keuangan. Informan sangat
berpengalaman dalam menangani kasus-kasus
konstruksi di Kementerian Keuangan selama 20
tahun terakhir. Dia sangat menekankan pada
ketersediaan lahan dan ketersediaan anggaran
sebagai syarat utama bagi satuan kerja yang ingin
melakukan pembelian langsung rumah negara
kepada pengembang perumahan. Untuk
mengetahui lebih dalam mengenai makna
“ketersediaan lahan dan anggaran”, informan C
menjelaskan:

“Ada dua hal yang penting Res. Satu, kita harus

melihat dulu apakah satuan kerja yang

mengajukan usulan pembelian rumah dinas
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memiliki tanah di wilayah kerjanya. Kalau dia
tidak punya tanah, coba lihat di satuan kerja
lain, apakah ada tanah yang idle? Kalau tidak
ada, baru kita bisa eksekusi. Terus, anggaran
untuk pembelian rumah harus jelas tercantum
pada DIPA satuan kerja yang bersangkutan.” —
Kutipan wawancara pada tanggal 23 Agustus
2019.

Selain itu, Informan C juga menambahkan
bahwa spesifikasi teknis rumah sebisa mungkin tidak
kurang dari syarat minimal yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
29/PRT/M/2006. Ketersediaan rumah tidak harus
ready stock, tetapi bisa juga dilakukan pembelian
secara pesanan, dengan syarat: apabila pengembang
perumahan  wanprestasi, maka pemerintah
membatalkan  pembelian dan  pengembang
perumahan akan dikenakan sanksi.

“Rumah tidak harus ready stock menurutku.

Bisa juga dengan pesanan. Tapi satu hal yang

perlu diperhatikan, developer harus siap

diputus kontrak kalau dia tidak mampu
menyelesaikan pesanan meski telah diberi
kesempatan 50 atau 90 hari. Kalau sudah
diputus, ya kita tidak jadi beli, tapi jaminan
uang muka, kalau ada, ya dicairkan. Denda
tetap dikenakan juga.” — Kutipan wawancara
pada tanggal 23 Agustus 2019.

Dengan demikian, model akhir dari kriteria
pembelian rumah negara berdasarkan hasil
wawancara dengan informan C disajikan pada
gambar 3.

Tabel 5. Kriteria Pembelian Rumah Berdasarkan Praktik internasional terbaik

1 Living Environment
Senegacnik, 2013)
2 Site Location

(Cheng, Li, & Yu, 2005; Johnson, 2001; Kuzman, Groselj, Ayrilmis, & Zbasnik-

(Deveci, Akyurt, & Yavuz, 2018; Kauko, 2006; Roig-Tierno, Baviera-Puig,

Buitrago-Vera, & Mas-Verdu, 2013)

3 House Physical
Zhang, 2013)
4 Financial Availability
Community Facilities
6 Developers’ Credibility

u

(Chauhan, Shah, & Rao, 2008; Hwang, Ko, & Goan, 2007; Sun, Pan, Wang, &

(Ashaf & Hidayat, 2019; Dian Wisika Prajanti, 2014; Li, Yu, & Cheng, 2005)
(Ball & Srinivasan, 1994; Schniederjans et al., 1995; Yap, Ho, & Ting, 2019)
(Ashaf & Hidayat, 2019; Cheng et al., 2005; Ho et al., 2005)
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Gambar 3. Model Kriteria Pemberlian Langsung Rumah Negara
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5. KESIMPULAN DAN
IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini adalah langkah awal yang dapat
digunakan sebagai fondasi bagi penelitian
selanjutnya untuk menguji secara empiris apakah
model kriteria pembelian langsung rumah negara
ini cocok untuk diimplementasikan di Indonesia.
Celah yang diberikan oleh peraturan di bidang
pengadaan rumah negara harus benar-benar
dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.
Melalui pembelian secara langsung kepada
pengembang perumahan, waktu yang diperlukan
untuk proses pengadaan akan menjadi lebih
singkat, dan Pejabat Pembuat Komitmen akan
memperoleh spesifikasi teknis rumah yang sesuai
dengan standar yang berlaku. Sudah selayaknya
mekanisme pembelian rumah yang memang sudah
legal sejak tahun 2008 diimplementasikan pada
tahun 2019 atau 11 tahun setelah Peraturan
Presiden Nomor 11 Tahun 2008 terbit. Tentunya
penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan.
Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguiji
model tersebut dengan metode yang banyak
dipakai oleh para peneliti dunia dalam mengukur
tingkat preferensi dari proses pengambilan
keputusan pembelian rumah. Metode tersebut
adalah analytic hierarchical process.
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